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Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan
berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum
positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan
akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan
fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode
penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian
yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud
Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karenailmu
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan
hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan
akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan
Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PB1/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank
hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakal ah dilakukan terlebih
dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank
terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang
sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa M UI
No0.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika
bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan
tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi
Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat |ebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat
perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the
murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia
council MUI fatwa. The purpose of writing this thesisis to understand the murabaha contract which is used
by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that
can be taken against the irregul arities that occur in it. authors use the method of normative legal research,
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legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter
Mahmud Marzuki’ s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied.
Because it studies the law purposes, the values of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the
rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah
Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation
(PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting
business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of
attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the
bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it isintended
that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by
transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks
also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/1V/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author
gives several attempts to overcome this problem, thefirst isthe revision of the Regulation of Bank Indonesia
in order to be more decisive sanctions, the second isto create ajoint venture company.



